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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONAL AKAD 

MURA<BAH{AH BIL WAKA<LAH  DENGAN PENERAPAN KWITANSI 

YANG NOMINALNYA BERBEDA DENGAN JUMLAH 

PEMBIAYAAN 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Mura>bah}ah bil Waka>lah  dengan 

Penerapan Kwitansi yang Nominalnya Berbeda dengan Jumlah 

Pembiayaan yang Diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan 

Sidoarjo 

Operasional akad mura>bah}ah untuk pembelian bahan 

material bangunan yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri KC. 

Larangan Sidoarjo dijalankan diawal akad sebelum barang secara 

prinsip sudah menjadi milik BMT, hal ini terlihat dari aplikasinya yang 

diterapkan secara bersamaan dengan akad waka>lah, dalam hal 

pengajuan pembiayaan untuk pembelian bahan material bangunan ini 

pihak BMT tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan atau 

barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak anggota penerima 

pembiayaan sehingga pihak BMT sebagai muwakki>l memberikan 

kuasa kepada pihak anggota sebagai waki>l untuk melakukan pembelian 

barang kepada pihak ketiga atau supplier. 
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Berdasarkan operasional akad pembiayaan yang dijalankan 

secara bersamaan ini penulis menelaah lebih lanjut dari hadits berikut 

tentang kesesuaian dilangsungkannya dua akad secara bersamaan 

dalam satu transaksi.  

عَتَ يِْْ فِْ : نَ هَى رَسُوْلُ اعَنْ ابَِئ ىُرَيْ رةََ رَضِىيَ لُله عَنْوُ قاَلَ  لِله صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ "عَنْ بَ ي ْ
عَةٍ"رَوَاهُ اَحَْْدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَوُ الت ِّرْمِذِىُّ وَابْنُ حِبَّانَ   بَ ي ْ

 

Artinya: Abu Hurairah r.a berkata, “Rasulullah SAW melarang dua 

akad jual beli dalam satu transaksi.” (HR. Ahmad dan Nasai 

Tirmidzi dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih).1 

 

Hadits tersebut menjelaskan tentang larangan dari 

Rasulullah SAW untuk menajalankan dua akad dalam satu transasksi. 

Sehingga dari sini dapat dilihat kesuaianya dari hadits tersebut tentang 

pelaksanaan dua akad yang dijalankan secara bersamaan yaitu akad 

mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah. Selain itu pula 

pelaksanaan akad mura>bah}ah bil waka>lah ini dilakukan diawal akad 

sebelum terjadinya pengadan barang yang sudah berada di pihak BMT. 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-

MUI/VI/2000 tentang Mura>bah}ah yang terdapat dalam ketentuan 

umum mura>bah}ah No. 9 serta Peraturan Bank Indonesia tentang Akad 

Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan 

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang terdapat dalam 

pasal 9 huruf (d) “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 

                                                           
1
 Hafid Ibnu Hajar al-Atsqalani, Bulu>ghul mara>m, 258 H-377, 162. 
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membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli mura>bah}ah harus 

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-

MUI/VI/2000 tentang Mura>bah}ah yang terdapat dalam ketentuan 

umum mura>bah}ah No.8 bahwa “Untuk mencegah terjadinya 

penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, maka pihak bank dapat 

mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”. Dari penjelasan 

Fatwa DSN tersebut menggambarkan adanya perjanjian khusus atau 

kesepakatan terlebih dahulu dalam pembelian barang sebelum 

dilaksanakannya suatu akad mura>bah}ah, sehingga tidak 

dikhawatirkannya penyalahgunaan akad dikemudian hari. 

Dalam operasional akad mura>bah}ah bil waka>lah yang 

dijalankan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo memang 

tidak menyalahi aturan karena sesama pihak atau kedua belah pihak 

saling rela dan suka sama suka dan tidak ada pihak yang dirugikan, 

hanya saja operasionalnya yang dilihat dari segi kesesuaian analisis 

hukum Islam tidak sesuai berdasarkan Fatwa DSN No. 04/DSN-

MUI/VI/2000 tentang Mura>bah}ah serta beberapa dalil dari ayat al-

qur’an dan hadits yang telah disebutkan, karena hal ini dapat 

dikhawatirkan adanya penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh pihak 

anggota penerima pembiayaan. 

Contoh kasus pengajuan pembiayaan untuk pembelian bahan 

material bangunan di BMT UGT sidogiri KC. Larangan Sidoarjo 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 

 

dengan adanya penyerahan bukti kwitansi, sebelumnya di dalam akad 

tertulis sudah ada keterangan adanya kewajiban penyerahan bukti 

pembelian barang, hanya saja terkadang dan tak jarang pihak anggota 

ada yang memberikan bukti kwitansi pembelian barang ada juga yang 

tidak menyerahkan bukti kwitansi pembelian barang tersebut, tetapi 

dalam contoh kasus pembiayaan untuk pembelian bahan material 

bangunan ini pihak anggota mengajukan pembiayaan sejumlah 

Rp.10.000.000 tetapi ketika pihak anggota menyerahkan bukti 

kwitansi pembelian barang tersebut jumlah nominalnya RP.8.500.000 

sehingga jelas bahwa total pembelian barang yang dilakukan oleh 

pihak anggota lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembiayaan 

yang sebelumnya sudah diberikan oleh pihak BMT, dan dengan adanya 

selisih jumlah nominal pembiayaan dengan jumlah nominal yang ada di 

bukti kwitansi tersebut pihak anggota tidak mengembalikan sisa 

pembiayaan yang melebihi harga jual barang tadi, hal ini dikarenakan 

sudah dari awal diadakannya kesepakatan akad sebelum adanya 

pengadaan barang yang secara prinsip sudah menjadi milik BMT. 

Tidak adanya pengembalian sisa uang dari pihak anggota, 

memang tidak merugikan pihak BMT ataupun kedua belah pihak baik 

pihak BMT maupun dari pihak anggota, hanya saja sisa penggunaan 

uang tadi dikhawatirkan tidak digunakan untuk pembelian bahan 

material bangunan seperti kesepakatan akad diawal sebelumnya yang 

penggunaan pembiayaannya digunakkan untuk pembelian bahan 
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material bangunan, sehingga dikhawatirkan pula terjadi gharar dalam 

penggunaan sisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak anggota 

dengan membelikan suatu barang yang tidak berdasarkan kesepakatan 

akad diawal, seperti keterangan dalam hadits berikut ini: 

عَنْ ابَِئ ىُرَيْ رةََ رَضِىيَ لُله عَنْوُ قاَلَ: نَ هَى رَسُوْلُ الِله صَلَّى لُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ عَنْ بَ يْعِ اْلَحصَاةِ 
 وَعَنْ بَ يْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِم  

 

Artinya: Abu Hurairah r.a. berkata, “Rasulullah SAW melarang jual 

beli dengan cara lemparan batu dan jual-beli gharar (yang 

belum jelas harga barang, waktu dan tempatnya).” (HR. 

Muslim).2 

  
Walaupun secara hukum tetap sah akad ini, hanya saja bisa 

dikhawatirkan terjadinya kerusakan akad yang dilakukan oleh pihak 

anggota karena tidak memenuhi kesepakatan akad di awal, kesesuaian 

hal ini dapat dilihat dari Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29 dan Firman 

Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1 berikut ini: 

                         

         .... 

 

Artinya:Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu.3  

              ... 

                                                           
2
 Muhammad bin Halifah al- Ubbi, S}hah}ih Muslim  (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 

2008) 318. 
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2013), 83. 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...4 

 

Ayat-ayat tersebut menerangkan untuk tidak memakan harta 

sesama dengan jalan yang batil serta memenuhi adanya ketentuan yang 

sudah dilaksanakan di awal akad. 

Operasional akad mura>bah}ah bil waka>lah untuk pembelian 

bahan material bangunan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan 

Sidoarjo dengan penerapan bukti kwitansi yang nominalnya berbeda 

dengan jumlah pembiayaan yang diajukan dan dengan tidak 

mengembalikan sisa uang pembiayaan ini ditakutkan akan 

disalahgunakan oleh pihak anggota penerima pembiayaan, dan 

ditakutkan terjadi kerusakan akad yang disebabkan oleh pihak anggota.  

 

B. Analisis Operasional Akad Mura>bah}ah bil Waka>lah dengan Penerapan 

Kwitansi yang Nominalnya Berbeda dengan Jumlah Pembiayaan yang 

Diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo 

Pembiayaan mura>bah}ah  merupakan suatu pembiayaan dengan 

menggunakan akad jual beli atas barang yang dipesan oleh pihak nasabah 

sebagai pembeli kepada pihak penjual yaitu pihak bank, dimana pihak 

bank menjual barang tersebut dengan harga tertentu kemudian 

memberitahukan kepada pihak nasabah sebagai pihak pembeli untuk 

membeli barang tersebut dengan mensyaratkan keuntungan tertentu pula, 

dengan kata lain pembiayaan mura>bah}ah  ini merupakan suatu 

                                                           
4
 Ibid., 106. 
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pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli, dengan menjual harga 

asal atas barang kepada pihak nasabah dengan memperoleh nilai tambah 

atau margin keuntungan atas pembelian yang dilakukan oleh pihak 

nasabah kepada pihak bank yang pada awal akad sudah disepakati oleh 

kedua belah pihak. Berikut sekilas gambaran operasional yang secara 

langsung penulis amati dilapangan: 

a. Sebelumnya pihak atau calon penerima pembiayaan (anggota) 

diberitahukan tentang ketentuan prosedur pembiayaan, dan 

dijelaskan mengenai ketentuan serta jaminan untuk pembiayaan 

yang akan diajukan, seperti pada gambar di bawah ini: 

 

b. Kemudian pihak BMT memberitahukan rincian detail perhitungan 

tentang jumlah margin keuntungan atas pembiayaan yang diajukan 

oleh pihak penerima pembiayaan (anggota), seperti pada gambar di 

bawah ini: 
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c. Setelah memenuhi beberapa persyaratan dalam prosedur pengajuan, 

maka dilangsungkan sebuah kesepakatan akad yang dilakukan 

secara bersamaan yaitu akad mura>bah}ah yang digabungkan dengan 

akad waka>lah, yang disepakati dengan penanda tanganan yang 

menyatakan bahwa pihak anggota penerima pembiayaan setuju 

dengan ketentuan pembiayaan yang dibuat oleh pihak BMT, seperti 

pada gambar berikut ini: 

 

d. Terakhir, diadakan kesepakatan akad secara bersamaan yaitu akad 

mura>bah}ah dengan akad waka>lah dan saling setuju yang 

menandakan sahnya suatu perjanjian setelah penanda tanganan 

kesepakatan akad, dimana kesepakatan akad dari pihak BMT 
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memberikan kepercayaan kepada penerima pembiayaan (anggota) 

sebagai waki>l untuk melakukan pembelian barang atau bahan 

material yang dimaksud, seperti yang terlihat pada gambar berikut 

ini. 

 

Semisal contoh kasus di BMT tentang pengajuan pembiayaan 

akad mura>bah}ah bil waka>lah  untuk pembelian bahan material bangunan 

dengan sejumlah pengajuan pembiayaan sebesar Rp.10.000.000, berikut 

operasional pembiayaannya yaitu sebelumnya pihak BMT sudah 

melakukan kesepakatan akad mura>bah}ah bil waka>lah yang dilakukan 

secara bersamaan dan pada awal akad sudah diterangkan tentang 

penggunaan akad mura>bah}ah yang disertai dengan akad waka>lah ini 

dikarenakan keterbatasan pihak BMT yang tidak bisa memenuhi 

kebutuhan barang dari pihak anggota atau tidak memungkinkan bagi 

pihak BMT untuk membeli barang yang diinginkan oleh pihak anggota 

sehingga pihak  BMT memberikan kuasa kepada pihak anggota atau si X 

ini untuk membeli barangnya sendiri sesuai yang diinginkan kepada pihak 

ketiga yaitu si Y (supplier). 
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Setelah pembelian barang sudah dilakukan oleh pihak si X 

(anggota) maka pihak si X ini menyerahkan bukti pembelian barang 

kepada pihak BMT, yang pada kenyataanya bukti kwitansi atau bukti 

pembelian barang tersebut nominalnya berbeda dengan jumlah 

pembiayaan yang diajukan diawal akad tadi, nyatanya jumlah nominal 

bukti kwitansi sejumlah Rp. 8.500.000, sehingga jumlah pembelian harga 

barang yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 

nominal pembiayaan yang diajukan di awal akad tadi yang lebih besar Rp. 

10.000.000, sehingga sebenarnya berdasarkan jumlah nominal di dalam 

bukti kwitansi ini menyatakan masih ada sisa jumlah pembiayaan yang 

diberikan oleh pihak BMT kepada pihak anggota penerima pembiayaan, 

tetapi sisanya tidak dikembalikan oleh pihak anggota penerima 

pembiayaan.5 

  

                                                           
5
 Herman Prandika (Anggota (nasabah) Terkait Pembiayaan Mura>bah}ah bil Waka>lah), 

Wawancara, Sidoarjo, 29 November 2015. 


